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PENDAHULUAR

Seiring dengan lajunysa perkembangsan pembangunan dan

prose

]

industrialisssi serts méhingkatnya Jumlah anghatsan
kerja, maks masalaﬁ perselisihan  perburuhan / industrial
antara pekerjs / bu?uh dengsn pengusshs / wmailkan merﬁpakan
gsuatu kejadian ysng wajar, mengingat berbagdal tipe manusia
yang bekerius di psrusshssan selalu skan berhadapsan dengan
kehijaskssaan tersebut mungkin dirasakan sebagsi aktivitas yang
gsangst memusskan Letapl di lain pihak sksn dirssskan  sebagsil

aktivitas vang kurang memusskan.

Sehubungan dengsn hal tersebut, weski bagsimana baiknys
suatu hubungan kerjs vang teleh diperjanjikan dan disepaksti
bersams oleh pekerja / burul dan pengussha / wmajikan, tetapi
masalah perselisihan anbtars Keduanyvs aksn selslu dan  bahkan

sulit untuk dihindsrhisn.

Menyadari skibat-akibal yang akan terjadi dikemudian
hari yang dapat merugikan berbagai pihak {(pengussha/ majikan,
pekerjs stan  buruh, masyarshat dan pemsrintsh) wmake perlu
adanya penataan dan pembinssn yang mendassr untuk menghindar-
kan dan mencegah sejaunh munghin timbulnya perseligsihan perbu-

ruhan.




Dasay hukum dslsm perselisihean perburuhsn /  industrial
adalsh

1. Perseligihan perburohan / industrisl perseorsngan yaitu
tentang pemutuéan'hubungan keris oleh pengusaha / majikan,
yang distur dalsm Undang—Uﬁdang nomor 12 tahuan 1964 ten-
tang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahsan swasta bhesertsa
perstursn pelakssnasnys {(Peratursn Menteri Tensgs Kerjis
Ho, Per - 04 / MEN / 1988 tentang tats c¢ars Pemutusan
Hubungan Kerja dsn Penetapsn Usng Pesangon, nsng jasa ~dan

ganti kerugisany.

2. Pergelisihan Perburuhan Kolektif yaitu perselisihan antars
pengusaha / majiksn dengan serikat pekerjs / buruh, yang

distur dslaw Undang-Undang nomor 22 tahun 1957 tentang

perseligihan perburuhsn [/ iﬁdustrial vang berhubungan

dengsn hubungan kerjs dsn sysrat-syarst keris.

Didalam pasal 1 ayat (1) sub -2 Undang-Undang No, 22
tahun 1957 digebuotksn, yang dimasksud dengsn perselisihan
perburuhan / industrisl adalsh
"Pertentangen antars pengusshs / wmajiikan stsu kumpulan pengu-~
ssha dengén serikat pekerja/ buruh satau gabunggm Serikst
Pekerja, berhmbungsn dengsn tidsk sdanya penyesusian faham

mengensi hubungsn kerja, syarst-sysrat kerja dan / atau

kesdasn perburuhan."
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Dari rummzssan tersebul menunjokksn  bsahua UndangmUndaﬁa
No.22 tahun 1957 hanys mengatur penyelesasian perselisihan
znters  serikat pekeria / burvh dengsn  pengussha. Dengan
démikian adanya perselisihan pekerjs / buruh dengan pengussaha
/mejikan  tidak mendspst perlindungsn Undang-Undang Wo. 22
tahun 1957 tersebut. Begitu pula dalam perselisihan vyang
menyangkut pemutussn kmbungsn kerjsa, tidak daspst dikategori-
kan sebagal perselisihan dari Undesng-Undang HNo. 22 tahun
1857, tetspl despat dimasukksn dalsm Hategori pasal 2 Undang-

Undsng Bo. 12 tahun 18984,

Sewtelah dengsn dibentuknys serikst pekerja/ buruh di
- perusahaan, bértujuan untuk menjadikan sarans dan wah&na yang
éfektif dalam menawpung aspirasi psra pekerjs/ buruh, sagar
mereka merasa dilindungi kepentingannys dan tidak mencari
penyelessisn sendiri—sendiri spabily terjadi sustu permasals-
harr dalsm rsnghs wemperbaiki dsn meninghkatksn kesejashtersan

snggotanys dslam susty perusahssn dimana mereks bekerjs.

Dengsn penertian bahws hkehadiran serikat rekeria / buruh
di perusshaan adslah merupaksn partner terhsadsp pendusahs /
majikan didalam membust Kesepsksatan Kerjs Bersasma (KKB) vyang

memust sysrat-sysrst  kerjs vang  harus diperhatikan dalam

perjanjisn kerja.




PERMASALAHAN
G Adanya wadah persatusn bagi kaum pekerja di  Indonesia,
nerupakan cits-citsa yang selslu diidam-idamkan selama berpu-
luh-puluh tahun. Ci;a—cita inilaelalu kandsas di tengah jalan,
kggena: berbaéai hambatan, terutama adanysa kandi&i‘LSOSial
politik vang belum memunghkinkan terwujudnya cita~-cita terse-~

but. .

Cd . b o e
Bahwsa perjuangsn bangss Indonesis psdsa umomnys  serts

kaum buruh khususnys, dewsasa, ini sudahlah sampal pada suatu
: #

tingkatan vyang berbahagis, yang menghsntarkan kaum. buruh

Indonesia untuk berssatu padu secars lebih kompak dalam bentuk

pg:ﬁqﬁu&n buruh, vang terorganinasl ates dsasar-dassr yang

lebih;sesuai dengan fungsi dan tugas kewajiban buruh karyawan

dalam shksslerssi pebangunan.

Deklarasi Persﬁtuan Perburuhan Seluruh Indonesia ditanda
tangani pada tanggal 20 Februari 1é23. Maka sejak Saat itulah
lahir Federasi Buruh 3elurah Indonesis (FBSI) yvang sshkarang
dikenal dengan nama Seriksat Pekerj& Seluruvh Indonesia (SPSI).
Dan metimp tanggal 20 Februasri diperingati sebagsi Hari Buruh

Indonesia.




Kehadiran serikst burah/ pekeris di perussahssn adalah
sebagai salah satu sarsna untuk terciptanya hubungan kerja

~yang serssi, selaras dsn seiwmbang sntsrs pengusshs dan peker-

ja dalam rangka peninghkatan produksi dan produktivitas'kerja.'

i

@?rﬂfﬂalaﬁphn keberadasn serikat pekerjs di perusshasn sangat

T P : . e
., penting ‘dan  bermanfaat, akan tetapi wenurut kenyataannys

b

" gelams ini_pembéntﬁkan, peubinsan, dan pengembangsan serikat

pekerja’’ di perusshaan dirasskan masih mengalami kesulitan.

Masih 'bany&k'hambatan vang dihadapi, bsik yang datang déri

pekeris, mauvpun dari pengusahsa dan apasrat pemerintah sendiri.

Salah s@atu permasalshan yang timbul dan akan dibszhas
dalam mskalash ini adalah : sampai sejavh manakah peranan
organisasi serikst pekerjs selurnh Indonesia (SPSI) dalsam hal

mengstasi masalah perselizihan perburuhsn.
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PEMBAHASAN MASALAH

A Dengan. berdirinya Serikat Pekeria seluruh Indonesis

(SPSI}, maks gersakan buruh di Indbnesia teleh dipersatukan

‘dalam satu wadah. Ada dua aspek penting dalam pembsaharuan

tersebut, yvaitu sspek fFisik dan &spek mentsl spiritusl.

Aspel fisik sdalash daspat dipersatukannya orgasnisasi-
Qrganisasi buruh itu sendiri. Dengsn berdirinys SPSI maks
oita-cita persatuan yang telsh lama diidswm-idamkan oleh kaum

burulr / pekerjs Indonesis telsh tercspsi / terpenuhi.

Sedangkan sspek mental spiritusl sdalah pembaharusn yang

menyanghut  sifat, psndangsn hidup atau falsafahnya. Jika

- dahuluy geraksn buruh 'menggunakan teori perjuangan kelas

(class-strogel) sabagéi daé&r hubungsn perburuhan serta
pangkal .tolak perjuaﬁgan, malka  SPSI  mendgunakan falsafah
Pancasila sebagsl dsssr hubungan pgrburuh&n serts  pangksl
tolak perjuangannysa, dan atas dasar ini dikembangkan konsep

Hubungan Perburuhsn Pancasila (HPP / HIP),

3PS8T tidsk lagi menitikberatkan orientasinys pada massa-
lah-wmasalah politik melsinksn menitikberastkan perjusngannya
pads masalah-masalah sosial ekonomi buruh dan meningkatkan

partisipasi ksum buruh dslswm pembsngunsn.
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Seriksat pekeris / buruﬁ 2R A meﬁjadi sndalsn bsgi pars
pekerja / buruh dalam wmewskili kepentingan bersama dan ‘dapat
mendorong shkan timbulnﬁa leﬁbaga Bipartite dan Tripartite,
dissmping 1itu serikat pekerja / buruh harus daéat dijadikan
saransa diaslog sebsgsi wakil dari pékerja / buruh untuk men-
velessaikan segala permasalahan atsau keluvhan-keluhan vyang

datangnysa darl snggots,

Serikat pekerja/ buruh 43 perusshsan hsrus dapat membins
serta mengusahakan agar para pekerja / burah mempunyai' kesa-

daran vang tinggi dan tﬁrut bertanggurng-Jjawsb atas kelsncarsan

" tugas , hemsjuan dsn kelangsungan hidup perusahasn. Penyim-

pangan-penyimpangan dJdari tujusn  atas dibentuknya seriksat
pekerja / buruh di perusahsasn baik yang dilakukan oleh asnggo-
te-anggotanys msupun dari pengurus wnit kerjs  itu  sendiri
dapat berakibat terganggunya ketenangan kerja d&n kelangsun-
gan berusaha, bahkan dapst berskibst putusnys hubungan kerja.

ataupun penutupan perusshaan,

Secrang ‘pimpinan serikat pekeris, harus depal menerima
kenyatsan secsara obyektif dan dapak meihat serts  tanggap
terhadab g#ituasi yang sda di sekitar perusshasn dimana is
hokerja, mereks hafus bersni mengstakan mana yang salah dan
mena yang benar walsupun akan werngikan stan tidak memuashkan

bagi anggotanys dalam kelsancarsan pelsksanssn tugdas.




Peranan yang lebih penting dan telsh distur di dalswm U1

"Ho. 12 tahun 1864, bahwa bagi pengusﬁha / majikan yang -mem-
punyai maksud sken memutushkan hubungan kerjanys dengan pekeff

ja/ buruh, terlebih dahulﬁ harus meminta / ‘merundingkan

maksud  ini kepada peﬁgurus serikat pekerja / buruh di unit

keria perusshaasn, karens ketentuan tersebut adalsh merupakan

pra-syarat dapst atau_tidaknya' permohonan  izin  pengussaha
diterima oleh Panitis Penyelezssaisn Penyelisihan Perburuhan

“uantuk disidanghan,

Jédi fungsi, peranan cdan tugsas pokok deari serikat peker-
ja f.buruh adal&ﬁ'sébagai berikut . |
"1, Sebagsi wadah penyélﬁr aspira&i para snggotanys dalam
masalah-mesalah  yang menyanghkut pelaksanasn tugas dan
tanggung Jawab sebagsi pekerja / buruh.
2. Memberikan perlindundsn serta memperjuaﬁékan hak-hak dan

kepentingasn asnggots dalam meningkatksn kepentingan ekono-

mi.

3. Meningkatkan ketrmmpilan dan pengabdiasn psrs. anggotanya
i; .- terhadap perusahsan.
iﬁ' 4, Meningkatkan aspirasl dan  tanggung Jawsab pelaksanasan

Hubungan Perburuhan [/ Industrial Pancasila, @ menyusun

GodEm L

‘Resepakatan kerjs berssms, helembsgssn Bipartite/ Tripar-

tite dan penyelessaian perselisihan perburuhan.

Digamping tugss-tugss tersebnt diastss, dalsm rangka_

-menciptakan kehidupsn vang demokratis, maka pekeria/ buruh
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" diikutzertakan dalmn  pelakssnasn proses perusahaan guns

produktivitas yang makin meningkat. Disini kelkutsertasan

serikat pekerjs / buruh tidak berartl bahwa hak dan wewenang

pengussaha / majikan dikurangi oleh pekerja / buruh, hal ini
tidak demikian karensa pekérja atéﬁ burnhk  yang heduduhsan
éhonominya sangatl lemah dibandingkan déngan‘ pengusaha atau
mbjikan dalam memperjusnghan hkepentingan dan Kesejahteraan
pekerjse / buruh, oleh undang~uﬁdang diberi kesempatan gsji
serikat pehkerja/ buruh untuk wengedaksn suatu perjanjian R
dimanas distur didalam Undang-undang NHo. 21 tahun 195; vang
berbunyi sebagal berikut |
"Perjanjian Perburuhan sdalah perjenjisn yang diseleng-
garakan oleh serikat pekerjs/ buruh atan serikat-serikat
pekerjs ﬁang telah.térdaftar padanyva di kantor Departew.
men Tensds Kerja dengan pengusahs / majikan ysng berba-
. dan  hukum yang_pada_umumnya- atsn  semats-mata mewmuat
syarat-gyarat yang harus diperhatiksan di dslam perjanji-

an kerja."

Adanya pengertian yaﬁg diétur dalam UU WNo. 21 tahun 1954
ini, nampsk jelas bahwa perjanjian perburuhsn / industrial
ite  hanysa dapat diadsksn setelah adsnys serikat pekerjﬁ /
buruh &atau serikat-serikat pekeris/ buruh di perusahaan
dimana mereks bekerjs dan telsh wenjadi anggota yang akan.
mewakili wuntuk mengadskan kesepakatan kerjsa bersama antars
pengussha/ mejikan, disamping itu jﬁéa merupsakan partisipsasi

pekerja dalam penentusan pembuatan kebijsksanasn perusahaan.




e e e s

AR T L -

R Y

TR

Berdsssrhan uralan-ursaisn tersebut di atas jelas bahwa
serikat pekerja/ buruh bukan saja sebagai penyalur ‘aspirasi

pekerja/ buruh dengsn hak-hsaknys deperti hak berorganisasi,

hak secwmrs kolektif menyatakan pendirian atau pendapst segsla

massalal yvang menyanghut hondisi herjs, hak untuk berunding
dan perlindungan lainnys - tetspijugs berkewaijiban membawa
pehkeria/ buruh befperan serta dslasm tugas-tugss mengisi

pembangunan.

Adapun - yveng menjadi landasan hukum untuk mengadahkan -

Resepakatsn Kerla Bersama'(KKB) atan Pembuatsn Perjanjian?

Kerja adalah sebagai berikut

1. Indang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2), yang _menéntu-‘

ksn bahwa tisp-tisp wargs negars berhak satas pekerjasn
yang layak bagi kemanusisan. dan pasal 28 men&atakan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat
/  FPikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan
Undang-Undang. . |
2, Undang-Undang No. 21 tshun 1954 tgntang oerjanjisn Perbu-

ruhan.

3. Peratursn Pemerintah Ho. 49 tahun 1954 tentang cara mem-

buat dan mengatur perjanjian perburuhan.

4., Undsng-ndang No., 18 tahun 1895 tenteng ratifika=i konversi
éerburuhan intefnasional Ho. 58 mengenai diberlakukaﬁny#
dasar-dasar daripsda hak untuk berorg&nis&si dan  untuk
berunding bersamy. |

5. UndanmmUndang No. 14 tahun 199 tentsng ketentuan-ketentuan
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pokok  ketensgskerjasn yveng antars lsin didslswm passal 12
menentukan bahwa perserikatan tenags kerjs berhak mengads-
han perjanjian perburuhan.

5. Feratursn menteri tenagsa hkerja No. Per -01/Men/1985,
tentang tLtatas curs pembuat&n Kesepahatan Kerja Bersams

(KKB ;.

Berdasarken berbagal macawm sdanys peratﬁran perundangsan
yang mengstur  keduduksan  serikat pekeris Sburuhb di' dalam
hubungsn kerja seperti tersebut diatas, maﬁa Jelas tampsk
betspsa pentingnys peranan serikat pekeris / burvh dalam
.kehadirannya di perusshsan swasts untuk dspst wmewbantu dan
wenjags ketensngan kerjs serlsa hemsjusn perussahaan dalam

meninghksthan produbktivitas kerjsa.,




RKESTMIULAR

Bahwa serialkt pekeris sebsgail sslash satu sarana utama
Hubungan Iodustrisl Pancasils wmerupsksn wasdah penbinasn,
peninghkatan peran serts dan sarans Romuniksassi pekeria, mem-
puanysi  peransn penting uwntuk menciptsksn ketensngan kerja,
kelangsungan hidup perusshaan dan peningkatan kesejahterasn

pekeria.

Keberadasan 5érikat peheris di perussahsan sangat penting
dan shrategis dalam petngenbangsn dan pelakgansan  Hubungan
Industrisl Pancssilan. 3Serikst pelkeris sebagsei salsh satu
kelembagsan yang nlams dalam pelaksanaan hubungsn Industrial
Pancesila, berpesrsn dan berfungsi menyslurkan, memperiuvsngkan
aspirasl pekerjs untuk meningk&tkan harkat, martabat, dersiat
dan kesejahbersan peheris serts sebagal wmitrs kerjs pengusahs
dalam membins psra pekerjs menjédi pekerja yang rajin, Jjujur,

berdigiplin tinggi dsn produktil.

Fungsil, peranasn dan tugss pokolk serikat pekeris sdsalah @

#. Behuagsnl  wadah penyslur aspirssil pars snggots dalam wmasa-

lati-wasalab yaug menyaughutlpelaksanaan tugas dan Langgung
Jewah mebagai pehkeris maupun sebagnl wargs negsars,

b, Memberiksn perlindungan serta mesuwperjuangkan hak-hak dsn

hepent ingsn angEgOLE dalaﬁ meningkathan kesejahterssn

pekerja.

—
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o, Meninghksthan ketrsmpilsn dan pengsbdian psra snggots bagi

kelangsangan hidup perusashssn,

. Meninghkathksn pertisipasi dsn tanggong Jawsb untuk terpeli-

haranya ketensngan keris dan ketensngsn usahsa.,

Hal-hzl vyeng perln dilshuksn serikat peheris dalsw

usahanya untuk meneksn terjadinyvas perselisihan perburuhan

a. Dalem ranghs wenunjsng pelshsansaan  Hubungan Perburuhan
Pancasila (HPP) di perusshasn, wmahka diperlubhan  kéegiatmn
berups pertemvan-~periewsasn  entars serikat  pekeris di
perusahasn dan plupinan perusshssn seara berkals membica-
raken masslsh habungsn ketenagakerjaan..

b. Pertemuan-pertemuan Lersebabt dapst dilakokan melalui forum
Bipartite atan lembaga lain di perusshasn,
, Bilamsna diperluksn dan keadssan memungkinkan, pertemnusn-

pertemuentersebnt dapat diperiuss dengsn mengikutsertshan

penerintah (Tripartibe).
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